83

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan
Negara

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang.Undang
Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 Tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat
Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959
Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Dan Penetapan
Keadaan Bahaya

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 Tentang
Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Panglima TNI Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penugasan Dan Pembinaan
Karier Prajurit Dalam Jabatan Struktural DI Lingkungan Markas Besar
Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor 52 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 61
Tahun 2018 Tentang Penugasan Dan Pembinaan Karier Prajurit Dalam
Jabatan D1 Luar Struktur Tentara Nasional Indonesia

Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/V1/2018 Tentang
Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma



84

Buku

Hadjon Philipus M, Penataan Hukum Administrasi, 1998
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005
Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, 1994

Mudiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, 1998

Skripsi.Tesis/Disertasi

Aulia Safina Mochtar, Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Direksi Dan
Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara, Skripsi, Program Studi
Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
2021

Arihan Saleh Saputra, Analisis Yuridis Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 1Ientang Tentara Nasional Indonesia Aktif Menjadi Kepala Daerah
(Studi Kasus Bupati Kabupaten Seram Barat Provinsi Maluku), Skripsi,
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, 2023

Heinrich Triepel, Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Disertasi, PPS Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta. 2002

Jurnal Hukum

Andrizal, Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Jurnal Ilmu
Hukum, 2014

Basuki Ahmad Yani, Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi
Militer dalam Masyarakat, Masyarakat, Jurnal Sosiologi, Vol. 19, No. 2,
Art. 1,2014

Brouwer J.G. dan Schilder, A4 Survey of Dutch Administrative Law, Nijmegen. Ars
Aeguilibri, 1998

Chalim Munsharif Abdul, Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia
(TNI) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di
Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia, 2015

Chandra Ryllian, Perbantuan TNI Kepada Pemerintah Daerah, Jurnal
Pemerintahan Dan Politik Volume 1 Nomor 2, 2016



85

Efendy Ritki, Kedudukan Dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam
Pemberantasan Terorisme Di Indonesia, Lex Crimen Vol. iii/No. 1/Jan-
Mar/2014

Gandara Moh, Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat, Khazanah Hukum,
Vol. 2 No. 3: 92-99, 2020

Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, 1998

Hantoro Novianto M, Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara:
Permasalahan Kategori Pejabat Negara, Negara Hukum: Vol. 7, No. 2,
2016

Lubis Andi Hakim, Mhd. Hasbi, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan
Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana, Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 12, Januari 2024

Martini Rina, dkk, Pemilihan Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Penunjang
Dalam Sistem Presidensial: Studi Kasus Kpu Ri Periode 2017-2022, Jurnal
Ilmu Politik Vol.10, No.1, 2019.

Novavah Muhammad Hendrik, Analisis UU No. 34 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan dan Peran TNI dalam Lembaga Pemerintahan Negara,

Rechtenstudent Journal, 2020

Ragawino Bewa, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik
Indonesia,

Situngkir Danel Aditia, Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam
Ilmu Hukum, Ensiklopedia Of Journal, Vol. 5 No.4, 2023

Stroink F.A.M., Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2006

Stroink F.A.M, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung Citra Aditya Bakti, 2006

Sujono Ikhwan Syahdi, Kajian Yuridis Peran Tentara Nasional Indonesia (Tni)
Dalam Operasi Militer Selain Perang (Omsp) Terkait Penanggulangan
Tindak Pidana Terorisme, Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences,
2024,

Sutarto Endriartono, Kewajiban Prajurit Mengabdi Kepada Bangsa, Pusat
Penerangan TNI, 2005

Tanto Lailam, Modul Praktik Penyusunan Perundang-Undangan, 2022

Widyastuti Nuryanti, Hirarki, Fungsi, Dan Materi Peraturan Perundang-
Undangan, 2021



Media Elektronik

Article 2 (a) United Nations Convention against Corruption, General Assembly
resolution 58/4 of 31 October 2003 diakses pada tanggal 10 April 2025.

https://www.geografi.org/2020/07/luas-dan-batas-wilayah-indonesia.html?utm,
diakses pada tanggal 8 April 2025.

86



